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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan sosial adalah sebuah hal yang 

menjadi harapan setiap elemen masyarakat, di Indonesia khususnya dengan jumlah 

penduduk kurang lebih dua ratus tujuh puluh lima juta jiwa per juni 2022,1 

masyarakat yang berbeda-beda menjadi faktor pemicu bagaimana alur transaksi 

ekonomi masyarakat berjalan secara bebas dan luas. Makna kesejahteraan adalah 

suatu keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kemakmuran dan 

sebagainya,2 sehingga sejahtera itu terpenuhinya semua kondisi tersebut dengan 

tanpa adanya rasa kekhawatiran dan cemas yang menyebabkan seseorang menjadi 

tidak nyaman.  

Realisasi kesejahteraan sosial merupakan mandat yang diemban oleh Negara 

di dalam UUD pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa kekayaan alam yang dikandung 

oleh bumi Indonesia ini dikuasai oleh negara dan digunakan sepenuhnya untuk 

kesejahteraan masyarakat. Artinya, penjaga keberlangsungan kesejahteraan sosial 

merupakan tanggung-jawab penuh negara. 

Kemudian di dalam pasal 34 ayat 1 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa fakir 

miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara, Negara memiliki tanggung 

jawab untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin dan anak-

anak terlantar agar mereka dapat hidup layak dan bermartabat, Tanggung jawab 

negara ini mencakup pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, 

kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Pasal ini merupakan amanat konstitusi 

yang harus diimplementasikan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam berbagai 

program dan kebijakan sosial. Tujuan dari pemeliharaan ini adalah untuk 

 
1 (2022) Dukcapil Kemendag Ri Rilis Data Penduduk Semester I Tahun 2022,  (Diakses 

pada: 28 Desember, 2022). 
2  Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan 

& Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet III, ed. II, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm. 

572. 



2 

 

 
 

mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara, termasuk mereka 

yang rentan dan membutuhkan perlindungan khusus. 

Di dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 

menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan 

penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa 

keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi 

setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan 

sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan 

menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.3 

Ahmad Zaki Badawi dalam Nur Kholis mengatakan bahwa kesejahteraan 

sosial adalah sistem yang mengatur pelayanan sosial, lembaga-lembaga terkait atau 

individu-individu dan kelompok-kelompok untuk mencapai tingkat kehidupan, 

kesehatan, dan ekonomi yang layak dengan tujuan untuk membangun hubungan 

antar masyarakat yang setara antar individu sesuai dengan pertumbuhan 

masyarakat, memperbaiki kehidupan manusia sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan 

dalam kehidupan.4 

Menurut Edi Suharto dalam Nurul Husna mengutip pendapat Perserikatan 

Bangsa-bangsa (PBB) bahwa Kesejahteraan Sosial itu kegiatan-kegiatan yang 

terorganisir bertujuan untuk membantu individu dan masyarakat guna memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan 

kepentingan keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini menunjukkan kegiatan- 

kegiatan atau program-program yang diselenggarakan atau diadakan oleh lembaga-

lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau 

memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, peningkatan kualitas 

hidup individu, kelompok, dan Masyarakat.5 

Upaya pengedukasian dan pelatihan serta pengembangan kesejahteraan social 

di Masyarakat yang dinilai minim dilaksanakan pemerintah setempat menjadi salah 

 
3 Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998, Tentang Kesejahteraan Lansia 

Bab I Pasal 1 
4 Nur Kholis, Kesejahteraan Sosial di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam, (Yogyakarta: 

AKADEMIKA, Vol. 20 No. 02 2015) hlm. 245 
5 Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik, Bandung: AlFABETA, 2005, hlm. 34. 



3 

 

 
 

satu factor menurunnya tingkat produktivitas Masyarakat terkhusus kelompok 

Masyarakat menengah kebawah, karena soft skill dan hard skill yang selama ini 

menunjang untuk mencapai kesejahteraan hidup tidak mumpuni dan tersaingi oleh 

kelompok lain. Pola pikir pekerja keras yang berkembang di Masyarakat 

seharusnya juga dapat menjadi kekuatan positif dalam membangun kehidupan 

Masyarakat Sejahtera baik dilihat dari sisi ekonomi maupun spiritualitas, hal ini 

bertujuan untuk menciptakan aktivitas kehidupan yang bernilai produktif sehingga 

secara perlahan pola hidup Sejahtera lambat laun akan terbangun dan tercipta dalam 

kehidupan Masyarakat secara luas. 

Maka dari itu, yang diperlukan adalah desentralisasi sistem kesejahteraan 

sosial, dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat di tingkat akar rumput untuk 

mampu dan mau secara mandiri membangun sistem kesejahteraan sosial masing-

masing berdasarkan kearifan lokal yang ada, di dalam sebuah sistem kesejahteraan 

sosial yang disebut welfare society. Secara khusus juga negara berperan sebagai 

fasilitator dalam memfasilitasi dan menjamin setiap warga negaranya untuk 

mendapatkan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh 

rakyatnya, ini juga yang menjadi cita-cita dan harapan para pendiri bangsa ini 

(Founding Fathers), sebagaimana cita-cita dan harapan ini termaktub juga dalam 

ideologi bangsa indonesia atau yang kita kenal Pancasila tepatnya sila ke-5 yaitu 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  

Tertulis juga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 bahwa tujuan berdirinya negara adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan umum,6 dari sini juga dapat diartikan bahwa perlu adanya kolaborasi 

antara pemerintah dan rakyat dalam menciptakan kesejahteraan secara umum, 

karena pada dasarnya tercapainya kesejahteraan sosial bukan serta merta menjadi 

tanggung jawab Negara, melainkan juga tugas bersama antara pemerintah dengan 

masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 

Pasal 1 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan “Penyelenggaraan kesejahteraan 

 
6 Nu$r fitriyana Dkk, Pe$layanan Pu$blik Dalam U$paya Me$ningkatkan Ke$se$jahte$raan Sosial, 

(Malang, Ju$rnal Administrasi Pu$blik (JAP), Vol. 2, No. 3, hlm. 564-570) hlm. 564 
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sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh 

pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial 

untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi 

sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.”7  

Kemudian dalam Permensos Nomor 15 tahun 2018 sebagai regulasi 

turunannya, mengatur tentang sistem layanan dan rujukan terpadu untuk 

penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu, yang secara tanggung jawab 

adalah tugas dari pemerintah pusat sebagai penanggung jawab kesejahteraan sosial 

secara umum, dimana Negara mempunyai kewenangan penuh sebagai instansi 

tertinggi untuk mengatur dan mengelola kebijakan keuangan negara dan bagaimana 

alur sistem Kesejahteraan berjalan dan terintegrasi sehingga berdampak maksimal 

secara nyata kepada masyarakat luas.  

Berdasarkan regulasi yang ada bahwa tujuan dari adanya sebuah sistem 

tersebut adalah untuk menangani dn memberdayakan kelompok-kelompok tertentu 

supaya mempunyai progres kehidupan yang meningkat dari sebelumnya, baik 

peningkatan ekonomi secara berkala, keilmuan, wawasan, dan lain sebagainya, 

diantara kelompok yang menjadi sasaran tersebut adalah mereka yang mempunyai 

kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah 

sosial, yaitu masyarakat miskin, terlantar, disabilitas, dan korban tindak kekerasan, 

eksploitasi dan diskriminasi.  

Salahsatu bentuk indikator berjalannya kesejahteraan sosial di Indonesia 

adanya program jaminan sosial sesuai yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 

Ayat 2 dimana jaminan sosial ini merupakan hak asasi warga negara indonesia 

untuk mendapatkannya, jika kita melliihat sejarah bahwa sistem jaminan sosial ini 

merupakan bagian dari upaya penyejahteraan sosial warga negara secara luas yang 

dijamin legalitas hukumnya dalam pasal 22 dan 25 Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia oleh PBB (1948), dimana Indonesia ikut menandatangani Deklarasi 

 
7Silvi Octavia, Fasilitasi Te$naga Ke$se$jahte$raan Sosial Ke$camatan pada 

Pe$me$rlu$ Pe$layanan Ke$se$jahte$raan Sosial dalam Pe$nye$le$nggaraan U$saha Ke$se$jahte$raan Sosial 

di Ke$mantre$n U$mbu$lharjo Kota Yogyakarta, (Yogyakarta, Sosio Progre$sif: Me$dia Pe$mikiran Stu$di 

Pe$mbangu$nan Sosial E$-ISSN: 2809-4476 & P-ISSN: 2810-0077, Vol. 2 No. 1 2022) hlm. 44 
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tersebut. 

Kesejahteraan sosial di negara-negara maju dikonsep  dengan sistem jaminan 

sosial (Social Security) dimana di dalam sistem jaminan sosial tersebut terdapat 

bantuan sosial (Sosial Assistance) dan jaminan sosial (Social Insurance), yang 

diselenggarakan dan dilakukan oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab negara 

dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial bagi kaum yang kurang 

beruntung dari segala hal terutama finansial (Ekonomi).  

Kesadaran mengenai pentingnya sistem jaminan sosial ini terus berkembang 

seperti yang tercantum dalam perubahan UUD 1945 pada tahun 2002 pasal 34 ayat 

2, yaitu “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat” 

(Achir, 2002). Pembangunan kesejahteraan di Indonesia sebetulnya mengacu 

kepada konsep Negara Kesejahteraan. Tercantum dalam sila kelima dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan penegasan 

bahwa prinsip keadilan sosial mengamanatkan tanggung jawab negara atau 

pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial.8  

Akan tetapi dalam konteks yang sangat luas kesejahteraan sosial banyak 

diinterpretasikan bermacam-macam arti dan makna. Pemaknaan yang luas tentang 

kesejahteraan sosial tidak dapat disalahkan karena pembahasan kesejahteraan sosial 

bermakna “kondisi” menurut UU No. 6 tahun 1974 yang berisi tentang pokok-

pokok kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial sebagai sistem organisasi yang 

terimplementasi dalam bentuk sistem organisasi pelayanan kemanusiaan seperti 

LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), panti-panti sosial, dan lain-lain. Serta ada 

juga yang mengartikan kesejahteraan sosial sebuah gerakan aktivitas, pemaknaan 

tersebut tidak bisa dilepaskan  bahwa sebuah gerakan atau aktivitas manusia dapat 

 
8 Pasal 27 ayat (2) Tiap-tiap warga ne$gara be$rhak atas pe$ke$rjaan dan pe$nghidu$pan yang 

layak bagi ke$manu$siaan. 28H ayat (3) Se$tiap orang be$rhak atas jaminan sosial yang 

me$mu$ngkinkan pe$nge$mbangan dirinya se$cara u$tu$h se$bagai manu$sia yang be$rmartabat. Pasal 34 

ayat (1) Fakir miskin dan anak-anak te$rlantar dipe$lihara ole$h ne$gara, ayat (2) Ne$gara 

me$nge$mbangkan siste$m jaminan sosial bagi se$lu$ru$h rakyat dan me$mbe$rdayakan masyarakat yang 

le$mah dan tidak mampu$ se$su$ai de$ngan martabat ke$manu$siaan, ayat (3) Ne$gara be$rtanggu$ng jawab 

atas pe$nye$diaan fasilitas pe$layanan ke$se$hatan dan fasilitas pe$layanan u$mu$m yang layak, dan 

ayat(4) Ke$te$ntu$an le$bih lanju$t me$nge$nai pe$laksanaan pasal ini diatu$r dalam u$ndang-u$ndang. 
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meningkatkan taraf hidup (Well-being) agar dapat bersaing dan berkelangsungan 

hidup di masyarakat.9 

Pada sejarahnya, sistem jaminan sosial di  Indonesia secara sistemik dimulai 

sejak orde baru pada tahun 1974, ditandai dengan keluarnya UU. No. 6 Tahun 1974 

tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial. Melalui  Undang-Undang 

ini, pemerintah mendefinisikan sistem jaminan sosial sebagai seluruh sistem 

perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga negara yang 

mendapatkan jaminan sosial.  

Kemudian juga bahwa sistem jaminan sosial yang telah dikembangkan oleh 

pemerintah Indonesia baru sampai tatanan ide dan konsep saja, bahkan baru sebuah 

gagasan yang dicita-citakan bersama, sebab pada nyatanya sistem jaminan sosial 

tersebut hanya berlaku untuk kelompok tertentu saja sehingga belum tercipta secara 

merata yang seharusnya dirasakan seluruh elemen masyarakat terutama masyarakat 

menengah kebawah khususnya. 

Alasan klasik yang selalu beredar adalah adanya keterbatasan dana dari 

pemerintah sehingga perlu dilakukan prioritas tersebut adalah pegawai negeri dan 

militer.10 Negara sebagai lembaga tertinggi dalam memfasilitasi kesejahteraan 

masyarakatnya telah mengatur regulasi mengenai sistem layanan dan 

pengembangan kesejahteraan sosial dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 

tentang kesejahteraan sosial, bahwa yang dimaksud dengan sejahtera adalah dimana 

terpenuhinya atau tercukupinya kebutuhan seseorang yang bersifat materil harta), 

moril (budi pekerti), dan atau keilmuan yang bersifat sustainable atau 

berkelanjutan.11 

Hadirnya le$mbaga ke$se$jahte$raan sosial se$haru$snya me$njadi inisiator dalam 

program ke$se$jahte$raan yang me$rata, kare$na gambaran te$ntang le$mbaga-le$mbaga 

ke$se$jahte$raan sosial, khu$su$snya yang dise$diakan ole$h ne$gara, pe$rhatian biasanya 

te$rfoku$s pada pe$layanan-pe$layanan pokok. Ini se$ring dise$bu$t de$ngan lima be$sar 

 
9 Nu$ru$l Hu$sna, Ilmu$ Ke$se$jahte$raan Sosial dan Pe$ke$rjaan Sosial, (Ju$rnal Al-Bayan, Vol. 20, 

No. 29, Januari-Juni, 2O14) hlm. 47 
10 E$ddy Kiswanto, Ne$gara Ke$se$jahte$raan (We$lfare$ State$) Me$nge$mbalikan Pe$ran Ne$gara 

Dalam Pe$mbangu$nan Ke$se$jahte$raan Sosial di Indone$sia, JKAP U$nive$rsitas Gadjah Mada 

Yogyakarta, Volu$me$ 9, Nomor 2 (Nove$mbe$r 2005) hlm. 92 
11 U$ndang-U$ndang Nomor 11 Tahu$n 2009 te$ntang Ke$se$jahte$raan Sosial 
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pe$layanan-pe$layanan sosial, yang me$lipu$ti program-program pe$me$liharaan 

pe$nghasilan se$pe$rti jaminan sosial dan asiste$nsi sosial, pe$layanan ke$se$hatan, 

program pe$ndidikan, pe$ru$mahan, dan pe$layanan pe$ke$rja sosial yang dike$nal ju$ga 

de$ngan se$bu$tan pe$layanan sosial pe$rsonal. 

Pe$me$rintah dalam hal ini me$mpu$nyai tanggu$ng jawab dan ke$wajiban dalam 

me$njaga ke$dau$latan rakyat se$rta ke$makmu$ran masyarakatnya, be$ru$pa pe$me$liharaan 

ke$amanan dan pe$rtahanan, me$ne$gakkan ke$adilan sosial, me$njalankan pe$ke$rjaan 

u$mu$m, dan me$mfasilitasi ke$giatan masyarakatnya dalam me$ncapai ke$se$jahte$raan 

hidu$p.12 

Jika kita me$ngaitkannya de$ngan konse$p Siyasah Maliyah yang mana bahwa 

ne$gara me$njadi su$bye$k yang be$rtanggu$ng jawab dalam me$layani dan me$mbe$rikan 

ke$se$jahte$raan se$cara me$rata ke$pada masyarakat, kare$na Ne$gara dibe$ri ke$we$nangan 

u$ntu$k me$nghimpu$n, me$nge$lola dan me$ngatu$r pe$masu$kan dan pe$nge$lu$aran 

anggaran ne$gara dialokasikan u$ntu$k se$lu$as-lu$asnya pe$me$rataan ke$se$jahte$raan 

sosial dan e$konomi. 

Jadi pe$ndapatan ne$gara dan pe$nge$lu$arannya haru$s diatu$r de$ngan baik. 

Kare$na ke$u$angan ne$gara te$rmasu$k pilar yang sangat be$rpe$ran pe$nting dalam 

ke$maslahatan masyarakat. Ke$tika ke$u$angan diatu$r se$de$mikian baik, maka 

dampaknya te$rhadap e$konomi, ke$milite$ran, dan hal-hal yang lainnya; 

yaitu$ ke$se$jahte$raan  bagi  pe$ndu$du$k ne$gara te$rse$bu$t. Pe$mbe$rian dan 

pe$ndistribu$sian alokasi anggaran ne$gara tidak bisa didistribu$sikan tanpa adanya 

me$kanisme$ siste$m dan re$gu$lasi yang me$ngatu$rnya, se$hingga dibu$tu$hkan se$bu$ah 

siste$m pe$layanan dan pe$nge$mbangan yang me$njadi ce$nte$r office$, me$ngatu$r se$lu$ru$h 

alu$r me$kanisme$ prose$s pe$layanan ke$se$jahte$raan dan pe$nge$mbangannya be$rbasis 

layanan informasi dan konsu$ltasi se$rta u$nit pe$nge$mbangan u$saha u$ntu$k me$ndorong 

laju$ pe$rtu$mbu$han e$konomi masyarakat Cisarante$n Ku$lon me$ningkat. 

Dalam hal ke$te$rlibatan dan pe$ran aktif pe$me$rintah, pe$me$rintah de$sa 

 
12 Tania Dwi Safitri, Pe$rspe$ktif Siyasah Maliyah Te$rhadap Imple$me$ntasi Pe$ratu$ran Dae$rah 

Nomor 14 Tahu$n 2011 Te$ntang Re$tribu$si Jasa U$mu$m (Stu$di Kasu$s Pada Ke$giatan Parkir Di Car 

Fre$e$ Day Kabu$pate$n Ponorogo), [Skripsi Program Stu $di Hu$ku$m E $konomi Syariah (Mu$amalah)], 

Ponorogo, Faku$ltas Syariah Institu$t Agama Islam Ne$ge$ri (IAIN) Ponorogo, 2019, hal. 1. Diakse$s 

pada Tanggal 26 Oktobe$r 2022 Pu$ku$l 05.05 WIB, te$rse$dia pada situ$s: 

http://e$the$se$s.iainponorogo.ac.id/5625/1/Ne$w%20Skripsi%20Pu$blish.pdf 

http://etheses.iainponorogo.ac.id/5625/1/New%20Skripsi%20Publish.pdf
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atau$ ke$lu$rahan me$mpu$nyai pe$ran strate$gis dan pe$nting dalam u$paya pe$laksanaan 

siste$m layanan dan pe$nge$mbangan ke$se$jahte$raan sosial kare$na me$ru$pakan wadah 

dalam pe$ngoptimalisasian partisipasi masyarakat dan me$njamin te$rcapainya 

ku$alitas su$mbe$r daya se$cara e$fisie$n, e$fe$ktif, be$rke$adilan, dan be$rke$lanju$tan, de$ngan 

tu$ru$t se$rtanya pe$ran masyarakat dalam pe$nye$le$nggaraan ke$se$jahte$raan sosial 

me$lalu$i Pu$sat Ke$se$jahte$raan Sosial (Pu$ske$sos) di Ke$lu$rahan. Pu$ske$sos 

be$rke$du$du$kan di de$sa atau$ ke$lu$rahan se$bagai lini te$rde$pan (frontline$) yang be$rge$rak 

di bidang pe$layanan sosial se$cara langsu$ng, yaitu$ akse$sbilitas layanan sosial, 

pe$layanan sosial u$ntu$k ru$ju$kan, pe$layanan sosial u$ntu$k advokasi, se$rta pe$nye$dia 

data dan informasi.13 

Hanif Nu$r Cholis dalam Se$tyo Nu$groho me$ngatakan bahwa ke$lu$rahan 

me$ru$pakan pe$nye$le$nggara pe$me$rintahan tingkat re$ndah dalam ru$ang lingku$p 

ke$camatan yang me$miliki statu$s se$bagai ke$panjangan tangan dari pe$me$rintahan 

kabu$pate$n/kota. Se$hingga ke$lu$rahan adalah se$bagai te$mpat be$rope$rasinya 

pe$layanan pe$me$rintahan dari pe$me$rintahan kabu$pate$n atau$ kota di wilayah 

ke$lu$rahan.14 

Se$hingga dalam prose$s ope$rasional ke$lu$rahan hanya me$layani hal yang 

be$rsifat administratif dan yang be$rhu$bu$ngan de$ngan pe$me$rintahan kabu$pate$n/kota 

di lingku$p ke$camatan. se$su$ai yang te$rcantu$m dalam pasal 1 ayat 5 pe$ratu$ran 

pe$me$rintah Nomor 73 tahu$n 2005 te$ntang ke$lu$rahan.15 

Me$nu$ru$t Pasal 1 U$U$ Nomor 11 Tahu$n 2009 te$ntang ke$se$jahte$raan sosial 

bahwa Pe$nye$le$nggaraan Ke$se$jahte$raan Sosial adalah u$paya yang te$rarah, te$rpadu$, 

dan be$rke$lanju$tan yang dilaku$kan Pe$me$rintah, pe$me$rintah dae$rah, dan masyarakat 

dalam be$ntu$k pe$layanan sosial gu$na me$me$nu$hi ke$bu$tu$han dasar se$tiap warga 

ne$gara, yang me$lipu$ti re$habilitasi sosial, jaminan sosial, pe$mbe$rdayaan sosial, dan 

pe$rlindu$ngan sosial. 

 
13 Hari Harjanto Se$tiawan, Pe$nanggu$langan Ke$miskinan Me$lalu$i Pu$sat Ke$se$jahte$raan Sosial 

Pove$rty Re$du$ction Throu$gh The$ Social We$lfare$ Ce$nte$r, (Jakarta Timu$r, Sosio Informa Vol. 3 No. 

03 Se$pte$mbe$r-De$se$mbe$r 2017) hlm. 274-275 
14 Se$tyo Nu$groho, De$mokrasi Dan Tata Pe$me$rintahan Dalam Konse$p De$sa Dan 

Ke$lu$rahan, (Jakarta, Ju$rnal Cita Hu$ku$m. Vol. 1 No. 2 De$se$mbe$r 2013. ISSN 2356-1440) hlm. 

254-255 
15 Pe$ratu$ran Pe$me$rintah No. 73 Tahu$n 2005 te$ntang Ke$lu$rahan 
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Dalam obje$k pe$ne$litian ini pe$nu$lis me$njadikan ke$lu$rahan Cisarante$n Ku$lon 

se$bagai te$mpat pe$ne$litian dimana te$rdapat Pu$ske$sos (Pu$sat Ke$se$jahte$raan Sosial) 

yang se$cara hirarki pe$nge$lolaan dan pe$mbinaannya di bawah Divisi Ke$se$jahte$raan 

Sosial (Ke$ssos), te$ntu$nya re$gu$lasi yang ada se$cara tu$ru$n te$mu$ru$n me$ru$pakan 

amanat konstitu$si yang haru$s dilaksanakan pe$rihal tata siste$m layanan dan 

pe$nge$mbangan ke$se$jahte$raan sosial dari tingkat pu$sat sampai dae$rah. 

Be$rdasarkan hasil informasi dari Staff Ke$ssos Ke$lu$rahan Cisarante$n Ku$lon, 

Ibu$ Me$dina Andini, S.Sos. bahwa di dalam Pu$ske$ssos itu$ se$ndiri tidak adanya 

anggaran khu$su$s dari ke$lu$rahan u$ntu$k program pe$nge$mbangan ke$se$jahte$raan 

sosial. Jadi le$bih ke$pada ke$rjasama de$ngan pihak swasta dan pe$ngaju$an ke$pada 

dinas sosial te$rle$bih dahu$lu$ ke$tika ada re$ncana program, se$hingga masalah 

anggaran yang tidak maksimal dan tidak me$ncu$ku$pi u$ntu$k me$laksanakan program 

pe$nge$mbangan ke$se$jahte$raan sosial me$njadi pe$nghambat be$rjalannya siste$m 

pe$layanan dan pe$nge$mbangan ke$se$jahte$raan sosial di Ke$lu$rahan Cisarante$n Ku$lon 

se$pe$rti banyaknya kasu$s Stu$nting (gizi bu$ru$k) yang be$lu$m me$ne$mu$kan solu$si yang 

e$fe$ktif dalam pe$nanganannya. Ke$mu$dian ku$rangnya su$mbe$r daya manu$sia yang 

me$mbantu$ se$cara partisipatif dalam pe$ngu$mpu$lan data ke$se$jahte$raan sosial 

se$hingga dike$rjakan ole$h kade$r RW setempat dan lambat laun tidak dikerjakan 

karena tidak adanya honor yang diberikan. 

Dilihat dari masalah di atas bahwa u$ntu$k me$wu$ju$dkan dan me$nciptakan 

ke$hidu$pan masyarakat yang se$jahte$ra dan be$rmartabat maka dipe$rlu$kanlah siste$m 

pe$layanan dan pe$nge$mbangan ke$se$jahte$raan sosial yang te$re$ncana, te$rarah, dan 

be$rke$lanju$tan yang mana ini me$ru$pakan ke$wajiban Ne$gara dalam tingkatan 

te$re$ndah pe$me$rintahan Kasi Ke$ssos di Ke$lu$rahan se$bagai le$ading se$ktornya u$ntu$k 

me$mastikan ke$be$rlangsu$ngannya be$rjalan lancar se$cara te$re$ncana, te$rarah, dan 

be$rke$lanju$tan. 

Be$rdasarkan latar be$lakang di atas, maka pe$nu$lis bermaksu$d u$ntu$k 

me$laku$kan pe$ne$litian de$ngan ju$du$l “IMPLEMENTASI SISTEM PELAYANAN 

DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MENURUT UU 

NO. 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL 

PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH  
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(Studi Kasus Di Kelurahan Cisaranten Kulon)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Implementasi Sistem Kesejahteraan Sosial masih menjadi pekerjaan rumah 

tangga yang secara praktik dan realisasi di masyarakat terdapat beberapa masalah 

yang perlu di pandang secara serius, yaitu penerapan mekanisme pelayanan sosial 

yang masih jauh dari standar pelayanan terpadu, seperti tidak adanya anggaran 

operasional bagi pekerja pusat kesejahteraan sosial di kelurahan sehingga bersifat 

sukarelawan, dimana hal tersebut menjadi masalah dasar bagi sistem pelayanan 

kesejahteraan sosial, kemudian pengelolaan harta negara yang masih belum merata 

dengan prinsip berkeadilan dari hulu sampai ke hilir atau dari pemerintahan pusat 

sampai ke daerah. 

Dimana secara prinsip siyasah maliyah atau politik hukum ekonomi islam, 

terdapat teori maslahat yang mana mengandung prinsip bahwa kemaslahatan secara 

umum  harus lebih diutamakan daripada kemaslahatan yang bersifat khusus atau 

lingkup kecil di pemerintahan, jika kita lihat pasal 34 ayat 1 UUD NRI 1945 

mengatur tentang tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin dan anak-

anak terlantar, kemudian UU Nomor 11 Tahun 2009 mengatur mengenai dasar-

dasar mekanisme sistem pelayanan kesejahteraan sosial, dimana pemerintah 

menyelenggarakan sistem pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial 

secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, ini divalidasi oleh regulasi turunannya 

yaitu Permensos Nomor 15 Tahun 2018 tentang sistem layanan dan rujukan terpadu 

untuk penanganan dan fakir miskin dan orang tidak mampu. 

Be $rdasarkan rumusan masalah yang te $lah diu $raikan di atas, maka se $cara 

khu$su$s pertanyaan pe$ne$litian dapat diuraikan se $bagai be$riku$t: 

1. Bagaimana me$kanisme$ siste$m pe$layanan dan pe$nge$mbangan ke$se$jahte$raan 

sosial me$nu$ru$t U$ndang-U$ndang Nomor 11 Tahu$n 2009 Te$ntang Ke$se$jahte$raan 

Sosial di lingku$ngan Ke$lu$rahan Cisarante$n Ku$lon? 

2. Apa dampak pe$laksanaan dari siste$m pe$layanan dan pe$nge $mbangan 

ke $se $jahte$raan sosial me$nu$ru$t U$ndang-U$ndang Nomor 11 Tahu$n 2009 te$rhadap 

ke $se $jahte$raan masyarakat di Ke$lu$rahan Cisarante$n Ku$lon? 
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3. Bagaimana pe$rspe $ktif siyasah maliyah te $rhadap imple$me$ntasi siste $m 

pe $layanan dan pe$nge $mbangan ke$se $jahte$raan sosial me$nu$ru$t U$ndang-U$ndang 

Nomor 11 Tahu$n 2009 di Ke $lu$rahan Cisarante$n Ku$lon? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. U$ntu$k me $nge$tahu$i dan me$mahami me $kanisme$ siste $m pe$layanan dan 

pe $nge$mbangan ke$se $jahte$raan sosial me$nu$ru$t U$ndang-U$ndang Nomor 11 

Tahu$n 2009 Te $ntang Ke$se $jahte$raan Sosial di Ke $lu$rahan Cisarante$n Ku$lon. 

2. U$ntu$k me$nge $tahu$i dan me$mahami dampak pe$ne $rapan dari siste$m pe $layanan 

dan pe $nge$mbangan ke$se $jahte$raan social me$nu$ru$t U$ndang- U$ndang Nomor 11 

Tahu$n 2009 te $rhadap ke$se $jahte$raan masyarakat di Ke $lu$rahan Cisarante$n 

Ku$lon. 

3. U$ntu$k me$nge $tahu$i dan me$mahami pe$rspe $ktif siyasah maliyah te $rhadap 

imple$me$ntasi siste$m pe $layanan dan pe $nge$mbangan ke$se $jahte$raan social 

me$nu$ru$t U$ndang-U$ndang Nomor 11 Tahu $n 2009 di Ke$lu$rahan Cisarante$n 

Ku$lon. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat adanya penelitian sebagai penajaman spesifikasi sumbangan 

penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi 

perkembangan ilmu. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

Pe$ne$litian ini diharapkan dapat be$rmanfaat se$bagai bahan kajian dan 

kontribu$si pe$mikiran se$rta su$mbe$r pe$nge$tahu$an bagi pe$nge$mbangan 

Ilmu$ Hu$ku$m Tata Ne$gara (Siyasah) dalam imple$me$ntasi siste$m pe$layanan dan 

pe$nge$mbangan ke$se$jahte$raan sosial be$rdasarkan U$ndang-U$ndang yang 

be$rlaku$, se$rta tinjau$an atau$ pe$rspe$ktif siyasah maliyah te$rhadap imple$me$ntasi 

siste$m te$rse$bu$t dalam ke$se$jahte$raan masyarakat. Ke$mu$dian ju$ga se$moga 
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me$njadi tambahan lite$ratu$r dalam bahan ke$pu$stakaan khu$su$snya lingku$p 

Ilmu$ Hu$ku$m Tata Ne$gara.  

2. Secara Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan baru khu$su$snya 

bagi mahasiswa dan akade$misi Hu$ku$m Tata Ne$gara me$nge$nai imple$me$ntasi 

siste$m pe$layanan dan pe$nge$mbangan ke$se$jahte$raan sosial me$nu$ru$t u$ndang- 

u$ndang nomor 11 tahu$n 2009 te$ntang ke$se$jahte$raan sosial dan pe$ratu$ran 

tu$ru$nannya di lingku$p ke$lu$rahan cisarante$n ku$lon dan dampaknya bagi 

ke$se$jahte$raan masyarakat di se$kitarnya dilihat dari pe$rspe$ktif atau$ pandangan 

siyasah maliyah atau$ politik e$konomi islam. Ke$mu$dian ju$ga pe$ne$litian ini 

be$rtu$ju$an u$ntu$k me$me$nu$hi salahsatu$ syarat dalam me$mpe$role$h ge$lar akade$mis 

strata 1 (S1) dalam bidang Hu$ku$m Tata Ne$gara (Siyasah). 

 

E. Kerangka Berpikir 

Dalam pe$ne$litian ini, pe$ne $liti le$bih me$nitikbe$ratkan ke$pada pe$nge $lolaan 

siste $m yang me$ngatu$r me $nge$nai me$kanisme$ pe $layanan ke$se $jahte$raan sosial 

masyarakat dan ju$ga pe$nge $mbangan dari siste $m te$rse $bu$t se$hingga dapat me$njadi 

indikator masyarakat se $jahte$ra ditandai de $ngan adanya ke$se $imbangan sosial dan 

pe $rtu$mbu$han e$konomi yang be$rdampak pada se $mu$a aspe $k sosial de$ngan 

me$nggu$nakan te$ori-te$ori yang re $le$van de $ngan ju$du$l pe $ne$litian, di antaranya adalah 

te$ori ne$gara ke$se $jahte$raan, te$ori imple$me $ntasi ke$bijakan, dan te$ori siyasah maliyah. 

1. Teori Negara Kesejahteraan (Walfare State) 

Te$rdapat du$a su$du$t pandang atau$ pe$rspe$ktif para pakar dan ahli me$nge$nai 

pe$nge$rtian dari konse$p ne$gara ke$se$jahte$raan ini, yaitu$ dilihat dari su$du$t pandang 

barat dan dari su$du$t pandang islam. Ke$du$anya re$latif me$mbe$rikan pe$nge$rtian yang 

hampir sama se$cara su$bstansi namu$n be$rbe$da dari landasan hu$ku$mnya, jika 

pe$rspe$ktif barat hanya me$njadikan akal saja se$bagai landasan hu$ku$m, akan te$tapi 

islam ju$stru$ me$nggabu$ngkan antara landasan akal dan wahyu$ se$bagai 

pe$nu$ntu$nnya, se$hingga se$su$ai de$ngan konse$p wahyu$ me$mandu$ ilmu$. 
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Pe$rspe$ktif barat me$ngatakan dalam Black’s Law Dictionary bahwa ne$gara 

ke$se$jahte$raan adalah su$atu$ bangsa yang pe$me$rintahannya me$njalankan be$rbagai 

program asu$ransi sosial, se$pe$rti kompe$nsasi pe$nganggu$ran, pe$nsiu$n, bantu$an u$ntu$k 

u$ang ke$lu$arga, ku$pon makanan, dan bantu$an bagi orang bu$ta atau$ tu$li (disabilitas). 

Ke$mu$dian jika kita me$lihat su$du$t pandang islam dalam me$mahami konse$p ne$gara 

ke$se$jahte$raan maka dapat dipahami bahwa We$lfare$ State$ dipahami se$bagai 

tanggu$ng jawab ne$gara dalam ke$se$jahte$raan masyarakat dari aspek ke$bu$tu$han 

jasmaniah (ke$bu$tu$han dasar hidu$p/basic ne $e$ds) mau$pu$n ru$haniah atau$ se $gi mate$rial 

mau$pu$n spiritu$al.16 Se $bagaimana pe$ran Rasu$lu$llah Mu$hammad Saw, diu $tu$s di 

du$nia adalah me$nge $mban misi su $ci yang dite$gaskan dalam Al-Qu$ran u$ntu$k 

be $rmu$rah hati se$bagai rahmat se$lu$ru$h u$mat manu$sia.17 Se $cara e$ksplisit misi yang 

dise $bu$t dalam Al-Qu$ran te $rmasu$k me $mbantu$ satu$ sama lain agar hidu $p bahagia 

(hayyatan thoyyibah) dan se$jahte$ra (falah). 

Afzalu$rrahman dalam Djau$hari me$ngatakan bahwa konse$p ke $se $jahte$raan 

sosial se$lalu$ dikaitkan de$ngan ke$pe $ntingan masyarakat dan individu$ de $ngan kata 

lain ke$du$anya saling me$le$ngkapi. Dalam siste$m islam, ke$baikan se $se $orang 

dipandang se$bagai ke$baikan masyarakat dan se $baliknya, kalau$ masyarakat 

makmu$r, orang-orangnya be$rke $cu$ku$pan, dan kalau$ orang-orangnya makmu$r, 

masyarakatnya ju$ga makmu$r. Be$gitu$lah konse $p ne$gara ke$se $jahte$raan dalam 

pe $rspe $ktif islam bahwa se$tiap orang iku$t me $nanggu$ng ke $se $jahte$raan orang lain dan 

ke $se $jahte$raan individu$ dan sosial me$njadi saling me$le$ngkapi.18 

Dalam te$ori ini (Ne$gara Ke $se $jahte$raan), me $mu$at konse $p tanggu $ng jawab 

ne $gara, se$bagaimana yang diu$ngkapkan ole $h Anwaru$l yakin dalam Djau$hari bahwa 

ne $gara me$nggu$nakan hu$ku$m se $bagai sarana/wasilah u$ntu$k me $nye$le$nggarakan hal-

hal be$rkaitan de$ngan pe$ndidikan, pe$layanan ke$se $hatan, pe$rlindu$ngan te$rhadap 

anggota masyarakat le$mah (baik orang tu$a, wanita, mau$pu$n anak-anak), 

 
16 Djau$hari, Kajian Te$ori We$lfare$ State$ Dalam Pe$rspe$ktif Barat dan Islam, (Vol. XVI, No. 1, 

Ju$rnal Hu$ku$m Faku$ltas Hu$ku$m U$nissu$la : 2006) hlm. 33 
17 Q.S. 21 (Al-Anbiya) Ayat 107 
18 Afzalu$r Rahman, E$conomic Doctrine$s of tslam, te$rje$mahan . Soe$royo, Doktrin E$konomi 

lslam, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 50-51 
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pe $mbe$rantasan ke$jahatan sosial dan e$ksploitasi e$konomi, lingku$ngan be $rsih, dan 

be $rbagai pe$layanan sosial te$rhadap ke$se $jahte$raan warganya.  

 

2. Teori Implementasi Kebijakan 

Pe $ne $litian ini be$rangkat dari imple$me$ntasi siste$m pe$layanan dan 

pe $nge$mbangan ke$se $jahte$raan sosial yang haru $s be $rdasarkan pe$re $ncanaan, te$rarah 

dan me$mpu$nyai sifat ke$be $rlanju$tan de$ngan tu$ju$an agar te$rciptanya ke$hidu$pan 

masyarakat yang se$jahte$ra dalam be$rbagai aspe$k ke $hidu$pan. Konse $p te $rciptanya 

ke $se $jahte$raan sosial Me$nu$ru$t pasal 1 ayat 1 U$ndang-U$ndang Nomor 11 Tahun 

2009 dimana indikator masyarakat se $jahte$ra adalah te$rpe $nu$hinya kondisi 

ke $bu$tu$han warga ne$gara, me$lipu$ti ke $bu$tu$han mate$rial, spiritu$al dan sosial se$hingga 

me$re $ka dapat hidu$p de$ngan layak, mampu$ me$nge$mbangkan dirinya dan me$njalani 

fu$ngsi sosialnya de$ngan baik.19 

Imple$me$ntasi siste$m pe$layanan dan pe$nge $mbangan ke$se $jahte$raan sosial 

se $cara garis be$sar diatu$r dan dijamin pe $laksanaannya dalam U$ndang-U$ndang 

Nomor 11 tahu $n 2009 te $ntang ke$se $jahte$raan sosial. Re$gu$lasi te$rse $bu$t ke $mu$dian 

dipe$rku$at dan dipe$rje $las di dalam Pe$rme$nsos Nomor 15 Tahu $n 2018 me $ngatu$r 

me$nge $nai me$kanisme$ bagaimana pe$laksanaan dari siste$m te$rse $bu$t, yaitu$ me$nge $nai 

siste $m layanan dan ru $ju$kan te$rpadu$. Be $rkaitan de$ngan me $kanisme$ siste $m pe $layanan 

dan pe $nge$mbangan ke$se $jahte$raan sosial disu $atu$ te $mpat dalam hal ini be $rte$mpat di 

lingku$ngan ke $lu$rahan Cisarante$n Ku$lon Kota Bandu$ng, itu$ sangat e $rat kaitannya 

de $ngan se$bu$ah imple$me$ntasi ke$bijakan yang me$ndasarinya. Me$nu$ru$t Me$rile$e $ S. 

Grindle$ bahwa ke$be $rhasilan imple$me$ntasi dipe$ngaru$hi ole$h du$a variabe$l be $sar, 

yakni isi ke$bijakan (conte$nt of policy) dan lingku$ngan imple$me$ntasi (conte$xt of 

imple$me $ntation). Variabe$l te$rse $bu$t me$ncaku$p: se $jau$h mana ke$pe$ntingan ke$lompok 

sasaran atau$ targe $t grou$p te$rmu$at dalam isi ke$bijakan, je$nis manfaat yang dite$rima 

ole$h targe $t grou$p, se $jau$hmana pe$ru$bahan yang diinginkan dari se $bu$ah ke$bijakan, 

apakah le$tak se $bu$ah program su$dah te $pat, apakah se$bu$ah ke$bijakan te$lah 

 
19 U$ndang-U$ndang Nomor 11 Tahu$n 2009, te$ntang ke$se$jahte$raan sosial, bab 1 pasal 1 
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me$nye $bu$tkan imple$me$ntornya de$ngan rinci, dan tak kalah pe $nting apakah se$bu$ah 

program didu$ku$ng ole$h su$mbe $r daya yang me$madai. 

Dalam faktu$alitasnya u$paya me$wu$ju$dkan ke$se $jahte$raan sosial te$rse $bu$t 

me$me $rlu$kan se $bu$ah siste$m u$ntu$k me$ngatu$r alu$r hilirisasi dan me $manage$ se $rta 

me$nge $mbangkan pote$nsi ke $se $jahte$raan te $rse $bu$t me$njadi le$bih lu$as dan 

kompre$he $nsif,20 di sinilah Ne$gara me$lalu$i U$ndang-U$ndang Nomor 11 Tahu$n 2009 

me$nye $le$nggarakan se$bu$ah siste$m pe $layanan dan pe$nge $mbangan ke$se $jahte$raan 

sosial se $bagai langkah konkre$t dalam me$wu$ju$dkan dan me$re$alisasikan 

ke$se$jahte$raan di masyarakat se$cara lu$as agar amanat u$ndang-u$ndang yang telah 

me$njadi pe$doman pe$ngatu$ran te$rse$bu$t dapat te$re$alisasi, te$rimple$me$ntasi dan se$su$ai 

sasaran se$rta tu$ju$an dari adanya siste$m te$rse$bu$t dapat te$rcapai. 

Se $te$lah dibu $atnya su $atu$ ke $bijakan maka tahap se $lanju$tnya adalah 

me$re $alisasikan tu$ju$an dari adanya re$gu$lasi te$rse $bu$t de $ngan imple$me$ntasi.21 

Imple$me$ntasi adalah su $atu$ tindakan pe$nye $le$saian de$ngan me$nggu$nakan su$atu$ 

sarana atau$ pe $rantara u$ntu$k me $mpe$role $h hasil yang diinginkan. Dalam hal 

ke $bijakan pu $blik imple$me $ntasi artinya ke $jadian-ke$jadian yang timbu$l se $te $lah 

disahkannya pe$doman-pe$doman ke$bijakan ne$gara baik itu$ u$saha u$ntu$k 

me$ngadministrasikan atau$pu$n u$ntu$k me$nimbu$lkan akibat atau$ dampak nyata pada 

masyarakat.22 imple$me$ntasi ju$ga dapat dipahami se$bagai su$atu$ tindakan yang 

dilaksanakan u$ntu$k me$ncapai tu$ju$an te$rte $ntu$, wibawa dalam e$liah me$ngatakan 

bahwa imple$me $ntasi adalah pe$nge$jawantahan ke$pu$tu$san me$nge $nai ke$bijakan yang 

me$ndasar, biasanya te$rtu$ang dalam u$ndang-u$ndang, atau$ ju$ga be$ru$pa instru$ksi- 

instru $ksi yang pe$nting atau$ ke $pu$tu$san pe$ru$ndang-u$ndangan.23 

 

 
20 Prof. Dr. Hj. U$mmu$ Salamah, Pe$ngantar Ilmu$ Ke$se$jahte$raan Sosial, (Bandu$ng : 

Pe$ne$rbit Insan Akade$mika, 2012) hlm. 125 
21 Syahru$ddin, Imple$me$ntasi Ke$bijakan Pu$blik: Konse$p, Te$ori Dan Stu$di Kasu$s, Bandu$ng: 

Nu$sa Me$dia, 2019, hlm. 3 
22 Be$rnadu$s Lu$ankali, Analisis Ke$bijakan Pu$blik Dalam Prose$s Pe$ngambilan Ke$pu$tu$san, 

Bandu$ng: Ame$lia Pre$ss, 2007, hlm. 84 
23 E$lih Yu$liah, Imple$me$ntasi Ke$bijakan Pe$ndidikan, (Su$kabu$mi, Ju$rnal at-Tadbir: Me$dia 

Hu$ku$m dan Pe$ndidikan Volu$me$30 Nomor 2 Tahu$n 2020,) hlm. 134 
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3. Teori Siyasah Maliyah 

Se $bagai ilmu$ yang be$risi ke$bijakan, politik e$konomi Islam be$risis te$ori atu$ran 

dasar me$nganai ke$bijakan pe$nge$lolaan ke$kayaan ne$gara. Di antara te$ori- te$ori yang 

be $rke$mbang adalah te$ori tanggu$ng jawab ne $gara (mas’u$liyah ad- dau$lah) yang 

me$lipu$ti konse$p tanggu$ng jawab sosial (tadhamu$m al-ijtima’i), te$ori ke$se $imbangan 

sosial (tawadzu$n al-ijtima’i) dan te$ori inve $stasi ne$gara (tadakhkhu$l ad-dau$lah). 

Dalam siyasah maliyah pe $ngatu$rannya di foku$skan u$ntu$k ke$maslahatan 

rakyat de$ngan rakyat, harta dan pe$me$rintah atau$ ke $ku$asaan. Pada dasarnya te$rdapat 

du$a bidang kajian siyasah maliyah yaitu $ ke $bijakan pe$nge $lolaan siste$m ke $u$angan 

dan pe$nge $lolaan su $mbe$r daya alam. 

Dalam siyasah maliyah pe $ngatu$rannya di foku$skan u$ntu$k ke$maslahatan 

rakyat de$ngan rakyat, harta dan pe$me$rintah atau$ ke $ku$asaan. Pada dasarnya te$rdapat 

du$a bidang kajian siyasah maliyah yaitu $ ke $bijakan pe$nge $lolaan siste$m ke $u$angan 

dan pe$nge $lolaan su $mbe$r daya alam.24 

Ke $mu$dian di dalam siyasah maliyah, te $ori yang re$le$van de$ngan pe$ne $litian ini 

adalah te$ori maslahah atau$ ke$maslahatan, dimana maslahah se $cara e$timologi atau$ 

pe $nge$rtian bahasa adalah manfaat, atau $ ke$maslahatan, atau$ su$atu$ pe$ke $rjaan, 

pe $rbu$atan yang me$ngandu$ng nilai manfaat atau$ nilai ke$maslahatan. Maslahah 

me$ru$pakan lawan kata dari mafsadat atau $ ke$ru$sakan, de$ngan kata lain bahwa 

dimana ada ke$baikan disitu$lah adanya syariat Allah SWT u$ntu$k dilaku$kan atau$ 

dilaksanakan. Se$gala pe$rintah dan larangan yang Allah te $ntu$kan dan pe$rintahkan 

tu$ju$annya adalah u$ntu$k me$ndatangkan ke $baikan dan me$nolak ke$mu$dharatan 

de $ngan me$nghindarinya atau$ me$njau$hinya. Tu$ju$an dari maslahah mu$rsalah adalah 

u$ntu$k me$me$liharan ke$be $rmanfaatan de$ngan cara me$mpe$rhatikan dan 

me$ngu$tamakan ke$maslahatan se$hingga me $minimalisir ke$mu$dharatan.25 

Pada hakikatnya masalahah dalam ajaran islam adalah se$su$atu$ yang dinilai 

baik ole$h akal manu$sia dan dan dapat me $wu$ju$dkan ke$baikan dan ke$be $rmanfaatan 

 
24 Ija su$ntana, Politik E$konomi Islam Siyasah Maliyah, (Bandu$ng: CV Pu$staka Se$tia, 

2010), hlm. 15 
25 Ju$haya S. Praja, Te$ori Hu$ku$m Dan Aplikasinya, Bandu$ng: CV Pu$staka Se$tia, 2014, hlm. 

120 



17 

 

 
 

se $rta me$njau$hkan dari ke$bu$ru$kan bagi manu$sia. Pe $nilaian ole$h akal te$rse $bu$t 

haru$slah dise$su$iakan de$ngan hu$ku$m syara dalam pe$ne $tapan hu$ku$mnya. 

Ke $maslahatan dalam Siyasah maliyah ju $ga be $rkaitan de$ngan pola ke $bijakan 

pe $me$rintah te$ntang aspe$k pe $re $konomian yang dimana pe $me $rintah me$ngatu$r, 

me$ngawasi se $rta me$nge $lola su$atu$ ne $gara dalam aspe$k pe $re$konomian yang 

ke $mu$dian diimple$me$ntasikan dalam be$ntu$k ke$bijakan-ke$bijakan yang me$ngacu$ 

ke $pada Al-Qu$r’an dan As-Su$nnah.26 Agama Islam me$miliki ke$pe $du$lian yang sangat 

tinggi ke$pada orang fakir dan miskin se $rta kau$m mu$stad’afiin (le$mah) pada 

u$mu$mnya. Ke$pe $du$lian inilah yang se$haru$snya me$njiwai ke$bijakan pe$ngu$asa atau$ 

u$lil amri agar rakyat te$rbe $bas dari ke$miskinan. 

Di masa se$karang yang masih me$njadi masalah se$riu$s te $rkait pe$re $konomian 

adalah adanya pe$mu$satan pe$milikan atas sarana produ$ksi hampir di se$tiap ne$gara 

te$ru$tama di ne$gara mu$slim. Solu$si dari masalah ini yakni hanya de $ngan ke $bijakan 

yang se$riu$s dan te$pat se$hingga pe$mu$satan ini akan be$rkurang$ dan bisa me$ndorong 

te$rciptanya ke$me $rataan e $konomi.27 Se $bagaimana dalam Al-Qu$r’an Su$rat Al-Hasyr 

Ayat 7 Allah be$rfirman : 

 

سُوْلِ   وَلِذِى  الْقرُْبٰى  وَالْيَتٰمٰى  ِٰ   وَلِلرَّ  مَا    افََاۤءَ   اٰللُّ   عَلٰى  رَسُوْلِه    مِنْ   اهَْلِ   الْقرُٰى  فََلِِ

سُوْلُ   وَالْمَسٰكِيْنِ  وَابْنِ  السَّبِيْلِ   كَيْ  لَْ  يَكُوْنَ   دُوْلةَ   ۢ بَيْنَ  الْْغَْنِيَاۤءِ  مِنْكُمْ   وَمَا   اٰتٰىكُمُ  الرَّ

 فَخُذوُْهُ  وَمَا نهَٰىكُمْ  عَنْهُ  فَانْتهَُوْا   وَاتَّقوُا اٰللَّ    انَِّ  اٰللَّ  شَدِيْدُ  الْعِقَابِ   ۝٧

 

Artinya : “Harta rampasan (fai') dari me $re $ka yang dibe$rikan Allah ke$pada Rasu$l-

Nya (yang be$rasal) dari pe$ndu$du$k be $be $rapa ne$ge $ri, adalah u$ntu$k Allah, Rasu$l, 

ke $rabat (Rasu$l), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan u$ntu$k orang- orang 

yang dalam pe$rjalanan, agar harta itu$ jangan hanya be$re$dar di antara orang-orang 

kaya saja di antara kamu$. Apa yang dibe$rikan Rasu$l ke$padamu$ maka te$rimalah. 

Dan apa yang dilarangnya bagimu$ maka tinggalkanlah. Dan be$rtakwalah ke$pada 

Allah. Su $nggu$h, Allah sangat ke$ras hu$ku$man-Nya”.28 

 

Inti dan makna yang dapat diambil dari ayat ini adalah bahwa, harta 

 
26 A. Djazu$li, Fiqih siyasah Imple$me$ntasi ke$maslahatan U$mat dalam Rambu$-

Rambu$    siyasah, (Jakarta: Pranada Me$dia Ke$ncana, 2009), hlm. 2 
27 Ija Su$ntana, Kapita Se$le$kta Politik Islam, (Bandu$ng: CV Pu$staka Se$tia, 2010), hlm. 54 
28 De$parte$me$n Agama RI, Al-Qu$ran Te$rje$mahan, (Bandu$ng: CV Daru$s Su$nnah, 2015). 
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ke $kayaan yang ada te$rmasu$k se$gala su$mbe $r daya e$konomi yang ada jangan hanya 

te$rfoku$s pada satu$ titik atau$ se $ge$lintir orang saja, me $lainkan harta itu$ haru$s 

be $re$dar dan te$rse $bar di kalangan masyarakat. Konse $p politik e$konomi islam 

(Siyasah Maliyah) pada dasarnya adalah konse $p politik yang me$nawarkan 

ke $bijakan yang me$nginginkan agar ke$se$jahte$raan sosial bisa dirasakan ole $h se $mu$a 

lapisan e$le$me$n masyarakat tanpa te $rke$cu$ali. Se$mu$a su$mbe$r daya yang ada 

haru$slah dirasakan se$cara me$rata ole$h se $lu$ru$h lapisan masyarakat gu$na tidak 

te$rjadi ke$timpangan sosial yang te $rlalu$ jau$h.29 

Kaitan  e$ratnya  de$ngan  prinsip  maslahah  dalam  Siyasah  Maliyah, 

Rasu$lu$llah SAW be$rsabda dalam hadits Tirmidzi Nomor 2554 : 

 

حْمَنِ أخَْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أبَيِ أوَُيْسٍ حَدَّثنَيِ كَثِيرُ بْنُ  ِ بْنُ عَبْدِ الرَّ  حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّّ

 ِ هِ أنََّ رَسُولَ اللَّّ ِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مِلْحَةَ عَنْ أبَِيهِ عَنْ جَد ِ  عَبْدِ اللَّّ

ينَ لَيَأرِْزُ إلِىَ الْحِجَازِ كَمَا تأَرِْزُ الْحَيَّةُ إِلىَ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إنَِّ الد ِ  صَلَّى اللَّّ

ينُ مِنْ الْحِجَازِ مَعْقِلَ الْْرُْوِيَّةِ مِنْ رَأْسِ الْجَبلَِ إنَِّ   جُحْرِهَا وَلَيَعْقِلنََّ الد ِ

ينَ بدََأَ غَرِيب ا وَيَرْجِعُ غَرِيب ا فَطُوبىَ لِلْغرَُبَاءِ الَّذِينَ يصُْلِحُونَ مَا أفَْسَدَ   الد ِ

نٌ صَحِيحٌ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سُنَّتيِ قَالَ أبَوُ عِيسَى هَذاَ حَدِيثٌ حَسَ   

 

Artinya : Te$lah me$nce$ritakan ke$pada kami [Abdu $llah bin Abdu $rrahman] te$lah 

me$ngabarkan ke$pada kami [Isma'il bin Abu $ U$wais] te$lah me$nce$ritakan ke$pada 

kami [Katsir bin Abdu$llah bin Amru$ bin Au$f bin Zaid bin Milhah] dari 

[bapaknya] dari [kake$knya] bahwa Rasu $lu$llah shallallahu$ 'alaihi wasallam 

be $rsabda; "Se$su$nggu$nya agama (Islam) akan ke$mbali be$rsarang ke$ Hijaz 

se $bagaimana u$lar be$rsarang ke $ liangnya, dan pasti agama ini akan te $rbe $nte$ngi 

de $ngan Hijaz se$bagaimana kambing be$tina me$njadikan pu$ncak gu $nu$ng se $bagai 

be $nte$ng. Se $su$nggu$hnya Islam itu$ be $rmu$la dalam ke$adaan asing dan akan ke$mbali 

asing, maka be$ru$ntu$nglah orang-orang yang asing, yaitu$ orang orang yang 

me$mpe $rbaiki salah satu$ dari su$nnahku$ yang te$lah diru$sak ole$h orang-orang 

se $te$lahku$". (HR. Tirmidzi : 2554)30 

 

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Rasu$lu$llah SAW ju$ga me$lawankan 

 
29 Abdu$l Azis R, Politik E$konomi Islam (Konse$p Dalam Al-Qu$r’an dan Hadits Se$rta 

Imple$me$ntasinya), [Faku$ltas Syariah dan E$konomi Islam, Prodi E$konomi Syariah, Institu$t Agama 

Islam Ne$ge$ri Palu$] 2018, hlm. 2 
30 Drs. H. Moh. Zu$hri Dipl. TAFL DKK, Tarjamah Su$nan At-Tirmidzi (Se$marang : Pe$ne$rbit 

CV. Asy-Syifa Se$marang : 1992) hlm. 257 
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kata mashlahah de$ngan mafsadah. Be$liau$ me$nje$laskan bahwa orang- orang yang 

te$rmasu$k ke$ dalam ke$lompok yang be$ru$ntu$ng adalah me$re$ka yang se$nantiasa 

me$laku$kan pe$rbaikan dari pe$ngru$sakan yang dilaku$kan ole$h se$bagian orang atas 

pe$ninggalan Rasu$lu$llah SAW. Siste$m layanan dan pe$nge$mbangan ke$se$jahte$raan 

sosial me$ru$pakan konse$p siyasah maliyah de$ngan maksu$d me$mbe$rikan manfaat 

se$be$sar-be$sarnya me$lalu$i pe$nge$lolaan harta ne$gara u$ntu$k ke$maslahatan be$rsama 

dan me$nolak de$ngan ke$ras ke$ru$sakan yang diakibatkan dari ke$maslahatan yang 

tidak dilaksanakan. 

Dalam pe$ngatu$ran harta pe$rspe$ktif siyasah maliyah me$ngacu$ ke$pada 

prinsip-prinsip yang te$rkandu$ng dalam Al-Qu$r’an dan Hadis. Pe $rtama, prinsip 

tau$hid dan istimar yaitu$ pandangan bahwa hanya Allah Swt. yang me$nciptakan 

alam se$me$sta u$ntu$k dike$lola ole$h manu$sia. Ke$du$a, prinsip distribu$si harta artinya 

harta itu$ be$rsifat mu$tlak, tanpa dibatasi hak-hak. Ke$tiga, dalam pe$nge$lolaan harta, 

siyasah maliyah haru$s se$laras de$ngan prinsip me$ndahu$lu$kan ke$maslahatan u$mu$m. 

Se$bagaimana kaidah fiqh siyasah yang be$rhu$bu$ngan de$ngan pe$rsoalan te$rse$bu$t 

yaitu$ se$bagai be$riku$t: 

 المصلحة العامة مقدم على مصلحة الخاصة 

“Ke $maslahatan u$mu$m didahu$lu$kan daripada ke $maslahatan yang khu$su$s”. 

 

Be$rdasarkan kaidah te$rse$bu$t bahwa se$orang pe$mimpin haru$s mampu$ 

me$me$ntingkan  ke$maslahatan  u$mat  yang  banyak  daripada  hanya  

be$be$rapagolongan saja. Pe$mimpin dalam me$ngambil dan me$ne$tapkan su$atu$ 

pu$tu$san atau$ ke$bijakan haru$s le$bih me$ndahu$lu$kan apa yang dibu$tu$hkan ole$h 

masyarakat dalam me$njalankan ke$hidu$pannya. Ke$mu$dian pe$mbahasan ini 

dikaitkan de$ngan prinsip al-mashalatan al-mu$rsalah yaitu$ u$ntu$k me$nge$tahu$i 

se$jau$hmana e$fe$ktivitas hu$ku$m se$cara filososfis de$ngan patokan ke$maslahatan 

se$bagaimana dije$laskan dalam kaidah fiqh siyasah yang be$rbu$nyi: 

 

فُ  اعِيَّةِ  عَلىَ الـإِِمَـامِ  تـَصَـرُّ  بِـالمَْـصْلَـحَةِ  مَنوُطٌ  الـرَّ

“Ke $bijakan se$orang pe$mimpin te$rhadap rakyatnya be$rgantu$ng ke$pada 

ke$maslahatan”. 
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Be$rdasarkan kaidah di atas dapat dipahami bahwa su$atu$ ke$bijakan haru$s 

me$mpe$rtimbangkan ke$maslahatan u$mat. Ole$h kare$na itu$, tindakan dan 

ke$bijaksanaan yang dite$mpu$h ole$h pe$mimpin atau$ pe$ngu$saha haru$s se$jalan 

de$ngan ke$pe$ntingan u$mu$m bu$kan u$ntu$k golongan atau$ u$ntu$k diri se$ndiri. 

Ke$maslahatan di dalam te$orinya te$rbagai ke$dalam 4 pe$nge$rtian me$nu$ru$t para ahli, 

yaitu$ : 

1. Te$ori Maslahah Imam Ghazali 

Imam Al-Ghazali me$nde$finisikan maslahah se$cara e$se$nsial yaitu$ su$atu$ 

e$kspre$si u$ntu$k me$ncari se$su$atu$ yang be$rgu$na (manfaat) atau$ me$nyingkirkan 

se$su$atu$ yang ke$ji (mu$dharat) le$bih je$lasnya adalah maslahah me$ru$pakan 

pe$me$liharaan dari maksu$d obye$ktif hu$ku$m yang te$rdiri dari lima hal yaitu$ 

pe$me$liaraan agama, jiwa, akal, ke$tu$ru$nan, dan harta. Se$tiap yang me$ngandu$ng 

u$paya me$me$lihara ke$lima prinsip (u$shu$l) ini dise$bu$t maslahah dan se$tiap yang 

me$nghilangkan ke$lima prinsip te$rse$bu$t dise$bu$t mafsadat dan me$nolaknya dise$bu$t 

maslahah.31 

2. Te$ori Maslahah Imam Malik 

Me$nu$ru$t Imam Malik bahwa maslahat adalah ke$maslahatan yang tidak ada 

pe$mbatalannya dari nash dan ju$ga tidak dise$bu$tkan se$cara je$las ole$h nash akan 

te$tapi maslahat ini tidak bole$h be$rte$ntangan de$ngan nash se$bagai su$mbe$r pokok. 

Te$ori maslahah me$nu$ru$t imam malik se$bagaimana dije$laskan ole$h imam Al 

Syatibi dalam kitab Al-I’tisham adalah su$atu$ maslahat yang se$su$ai de$ngan tu$ju$an, 

prinsip, dan dalil-dalik syara, yang be$rfu$ngsi u$ntu$k me$nghilangkan ke$se$mpitan 

baik yang be$rsifat Dharu$riyah (Prime$r) mau$pu$n Hajjiyah (Se$ku$nde$r).32 

 

3. Te$ori Maslahah Najmu$ddin Al-Thu$fi 

Pandangan Althu$fi te$ntang maslahah be$rasal dari pe$mbahasan (Syarah) 

hadits ke$ 32 Arba’in Nawawi, yang be $rbu$nyi Laa darara walaa dirara, yang 

 
31 Hj. Nu$r Asiah, Maslahah Me$nu$ru$t Konse$p Imam Al Ghazali, Ju$rnal Syariah dan Hu$ku$m 

Volu$me$ 18 Nomor 1 Ju$li 2020 U$nive$rsitas Hasanu$ddin, hlm. 124-125 
32 Hj. Andi He$rawati, Maslahat Me$nu$ru$t Imam Malik dan Imam Al Ghazali (Stu$di 

Pe$rbandingan) (Faku$ltas Agama Islam, U$IN Alau$ddin : Makassar) hlm. 46 
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artinya jangan me$nye$babkan bahaya atau$ ke$ru$gian pada orang lain, dan jangan 

me$mbalas su$atu$ ke$ru$gian de$ngan ke$ru$gian lainnya. Dalam me$ngu$tarakan te$ori 

maslahahnya Al Thu$fi me$nyandarkan pada e$mpat prinsip u$tama: 

Pe$rtama, akal be$bas me$ne$ntu$kan maslahah dan ke$mafsadatan, khu$su$snya 

dalam lapangan mu$amalah dan adab. U$ntu$k me$ne$ntu$kan su$atu$ maslahah atau$ 

ke$mafsadatan cu$ku$p de$ngan akal. 

Ke$du$a, se$bagai ke$lanju$tan dari pe$ndapatnya yang pe$rtama bahwa Al Thu$fi 

be$rpe$ndapat maslahah me$ru$pakan dalil syar’i mandiri yang ke$hu$jjahannya tidak 

te$rgantu$ng pada konfirmasi nash, te$tapi hanya te$rgantu$ng pada akal se$mata. 

De$ngan de$mikian maslahat adalah dalil te$rse$ndiri dan mandiri dalam me$ne$tapkan 

hu$ku$m. 

Ke$tiga, maslahah hanya be$rlaku$ dalam bidang mu$amalah dan adat 

ke$biasaan. Se$dangkan u$ntu$k hal yang sifatnya ibadah mahdah tidak te$rmasu$k 

obje$k maslahah, kare$na masalah-masalah te$rse$bu$t me$ru$pakan hak Allah SWT 

se$mata. 

Ke$e$mpat, ke$pe$ntingan u$mu$m me$ru$pakan dalil syara’ paling ku$at. Ole$h 

se$bab itu$ Al Thu$fi ju$ga me$nyatakan apabila nash dan ijma be$rte$ntangan maslahat, 

didahu$lu$kan maslahat de$ngan cara takhsis dan bayan nash te$rse$bu$t. Konse$p 

maslahah Al Thu$fi cu$ku$p re$le$van dalam me$ru$mu$skan atau$ me$ngistinbathkan 

hu$ku$m se$su$ai de$ngan ke$bu$tu$han masyarakat mode$rn. Kare $na Al Thu$fi me$ngambil 

konse $p yang paling me$ndasar dalam ke$hidu$pan manu$sia, yaitu$ ke $maslahatan 

manu$sia yang ju$ga me$njadi tu$ju$an dari syari’at Islam.33 

4. Te$ori Maslahah Abu$ Ishaq Asy-Syatibi 

Maslahah dan maqashid al-Syari’ah dalam pandangan al-Syatibi me$ru$pakan 

du$a hal pe$nting dalam pe$mbinaan dan pe $nge$mbangan hu$ku$m Islam. Maslahah 

se $cara se$de $rhana diartikan se$su$atu$ yang baik dan dapat dite $rima ole$h akal yang 

se $hat. Dite$rima akal, me$ngandu$ng makna bahwa akal dapat me $nge $tahu$i de$ngan 

je$las ke$maslahatan te$rse $bu$t. Se$dangkan me$nu$ru$t istilah Al Syatibi me $nyatakan 

 
33 Idau$l Hasanah, Konse$p Maslahah Najmu$ddin Al Thu$fi dan Imple$me$ntasinya, (Faku$ltas 

Agama Islam, U$nive$rsitas Mu$hammadiyah Malang) hlm. 3-4 
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bahwa syariah itu$ be $rtu$ju$an u$ntu$k me $wu$ju$dkan ke $maslahatan manu$sia di du$nia dan 

akhirat. Dari pe$nje $lasan te$rse $bu$t diartikan bahwa tu$ju$an syariah me$nu$ru$t Al Syatibi 

adalah ke$maslahatan u$mat manu$sia.34 

F. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 

Agar le$bih te $rarahnya pe$ne $litian ini, pe$nu$lis me$mbe$rikan ru$ang lingku$p dan 

batasan pe$ne $litian se$hingga dapat me$mpe $rmu$dah pe$nu$lis dalam me$nye$le $saikan 

pe $nu$lisan pe$ne$litian ini. Pe$ne $litian ini be$rfoku$s me $mbahas me$nge$nai imple$me $ntasi 

siste $m layanan dan pe$nge$mbangan ke$se $jahte$raan sosial me$nu$ru$t U$ndang-U$ndang 

Nomor 11 Tahu $n 2009 Te $ntang Ke $se $jahte$raan Sosial dilihat dari pe$rspe $ktif siyasah 

maliyah di lingku$p ke$lu$rahan Cisarante$n Ku$lon. Ke $mu$dian Pe$ratu$ran Me$nte $ri 

Sosial No. 15 Tahu$n 2018 se $bagai pe$ratu$ran tu$ru$nannya yang me$njadi su$mbe $r data 

u$tama dalam pe$ne $litian ini. Hal-hal di lu $ar bahasan ini bu$kan me$njadi ranah 

pe $ne$litian ini, se$hingga pe$nu$lis me$mbatasi pe$nu$lisan pe$ne$litian ini hanya dalam 

ranah siste$m layanan dan pe$nge $mbangan ke $se $jahte$raan sosial yang te$rdapat pada 

U$ndang-U$ndang Nomor 11 Tahu $n 2009, dan dampaknya bagi ke $se $jahte$raan 

masyarakat dilihat dari pandangan siyasah maliyah.  

G. Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil pe$ne $lu$su$ran pe $ne$liti, te$rdapat be$be $rapa pe$ne $litian 

te$rdahu$lu$ yang me$mbahas topik se$je$nis. pe $ne$litian te$rse $bu$t di antaranya adalah : 

1. Skripsi Muhammad Sidiq, Institut Agama Islam Negeri Syaikh Nurjati 

Cirebon, Faku$ltas Dakwah dan Komu $nikasi (2021), de $ngan pe $ne $litian yang 

be $rju$du$l "Pe$ran Pu$sat Ke $se $jahte$raan Sosial Dalam Me $ningkatkan Layanan 

Bagi Ke$lu$arga Miskin Dan Re$ntan Di De $sa Dawu$an Ke$c. Te$ngah Tani 

Kab Cire$bon". Pe $ne$litian Mu$hammad Sidiq me$mbahas me$nge $nai pe$ran 

Pu$ske $sos atau $ Pu$sat Ke $se $jahte$raan Sosial yang se $cara U$ndang-U$ndang 

be $rlokasi di De$sa atau$ Ke $lu$rahan se$bagai Pu $sat Pe $layanan yang su$dah 

se $haru$snya maksimal dalam me $laku$kan pe $layanan ke$pada masyarakat 

 
34 Mu$slimin Kara, Pe$mikiran Al Syatibi Te$ntang Maslahah dan Imple$me$ntasinya Dalam 

Pe$nge$mbangan E$konomi Syariah, (ASSE$TS Vol. 2 Nomor 2 Tahu$n 2012 : U$IN Alau$ddin Makassar, 

Faku$ltas Syari’ah dan Hu$ku$m, Ju$ru$san E$konomi Islam) hlm. 177 
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te$ru$tama yang be$rkaitan de$ngan ke$se $jahte$raan masyarakat me $ne $ngah ke $ 

bawah, atau$ masyarakat miskin dan pra se $jahte$ra. Pu$ske $sos se $bagai pintu$ 

ge $rbang awal u$ntu$k me $ncari solu$si bagi masyarakat yang hidu $p dan 

ke $hidu$pannya be$lu$m me$ncapai titik se $jahte$ra, se$hingga tidak bisa 

me$njalankan fu$ngsi ke $hidu$pannya de$ngan baik. pe$rsamaan di dalam 

pe $ne$litian ini de$ngan pe $ne $litian pe$ne$liti adalah te$rle$tak pada obje$k 

pe $ne$litian yaitu$ Pu$ske $sos se $bagai Pu$sat Pe $layanan Ke$se $jahte$raan Sosial 

yang me$njadi se $ntra ke$se $jahte$raan masyarakat u$ntu$k me$ncari dan 

me$ndapatkan layanan, re$lasi, dan bantu$an ke $se $jahte$raan sosial yang su $dah 

me$njadi amanat U$ndang-U$ndang 1945. 

Pe $ne $litian Mu$hammad Sidiq le$bih me$nge $de$pankan ke$pada pe$ran 

Pu$ske $sos dalam me$ningkatkan Layanan Ke $se $jahte$raan Sosial bagi 

Masyarakat Miskin dan Pra Se $jahte$ra ditinjau$ dari se $gi sosial masyarakat, 

bu$kan pada aspe$k hu$ku$mnya, ke$se $su$aian antara pe$ratu$ran dan re$alita yang 

ada. Se$dangkan pe$ne$litian yang dilaku$kan ole$h pe $ne$liti adalah bagaimana 

imple$me$ntasi siste$m pe $layanan dan pe$nge $mbangan Ke$se $jahte$raan Sosial 

me$nu$ru$t U$ndang-U$ndang Nomor 11 Tahu $n 2009 Te $ntang Ke$se $jahte$raan 

Sosial di Ke$lu$rahan Cisarante$n Ku$lon Kota Bandu$ng ditinjau$ dari sisi 

Siyasah Maliyah atau$ Politik Hu $ku$m E$konomi Islam, yaitu$ me$nge $nai 

ke $se $su$aian te$ori hu$ku$m de$ngan pe$ratu$ran yang ada se$rta imple$me $ntasinya 

di lapangan. Pe$rbe$daan pe$ne$litian ini de$ngan pe$ne $litian yang dilaku$kan ole$h 

pe $ne$liti adalah pada pe $ngimple$me $ntasian hu $ku$m atau$ re$gu$lasi te$ntang 

siste $m pe$layanan ke$se $jahte$raan sosial yang dalam hal ini dise $bu$t de$ngan 

Pu$ske $sos se $bagai Pu $sat Pe $layanan Ke$se $jahte$raan Sosial masyarakat dalam 

me$ngatasi dan me$nangani masalah sosial se $rta pe$nge$lolaan dana sosial 

u$ntu$k program-program bantu$an sosial u$ntu$k me$mbantu$ masyarakat yang 

tidak bisa me$njalankan fu$ngsi sosialnya de $ngan baik. Hal ini me$ru$pakan 

amanat dari U$ndang-U$ndang Nomor 11 Tahu $n 2009 te $ntang Ke$se $jahte$raan  

Sosial  bahwa  siste $m  pe $layanan dan pengembangan ke $se $jahte$raan 

sosial haru$slah dilaku$kan se$cara te$re $ncana, te$rarah, dan be$rke$lanju$tan. 

ke $mu$dian bagaimana itu$ se $mu$a dibahas dalam pandangan atau $ pe$rspe $ktif 
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siyasah maliyah (Hu$ku$m Politik E$konomi Islam) tu$ju$annya adalah 

te$rcapainya se$lu$ru$h aspe $k ke $se $jahte$raan sosial masyarakat dari sisi e$konomi 

di lingku$ngan masyarakat Ke$lu$rahan Cisarante$n Ku$lon. 

2. Skripsi Fitri Yanna Ze$ga, U$nive$rsitas Mu$hammadiyah Su $mate$ra U$tara, 

Faku$ltas Ilmu$ Sosial dan Ilmu$ Politik (2017), de$ngan pe$ne$litian yang 

be$rju$du$l “Pe$layanan Ke$se$jahte$raan Sosial Bagi Ke$lu$arga Miskin Dalam 

Me$ningkatkan Pe$mbangu$nan Masyarakat De$sa Hu$me$ne$ Ke$camatan 

Gu$nu$ngsitoli Idanoi Kota Gu$nu$ngsitoli”. Pe $ne$litian te$rse $bu$t me$mbahas 

topik yang be$rsinggu$ngan de$ngan Siste $m Pe $layanan Ke$se$jahte$raan Sosial 

bagi masyarakat te$rkhu$su$s ke $lu$arga miskin dan te$rbe $lakang u$ntu$k 

me$ningkatkan pe$mbangu$nan ke $se$jahte$raan di dae $rah yang dite$liti te$rse$bu$t. 

Adapu$n pe$rbe $daan pe$ne$litian ini de$ngan pe$ne$litian yang dilaku$kan ole$h 

pe$ne$liti adalah bahwa pe $ne $liti me$nge$de$pankan bagaimana imple $me$ntasi 

siste $m pe$layanan ini be$rjalan de$ngan baik dan se$su$ai U$ndang-U$ndang 

Nomor 11 Tahu$n 2009 de$ngan me$kanisme$ tu$ru$nannya dalam Pe$rme $nsos 

Nomor 15 Tahu $n 2018 dimana Pu $ske $ssos se $bagai Pu$sat Ke $se$jahte$raan 

Sosial me$njadi Le$ading Se$ktor dalam me$layani se$lu$ru$h ke $bu$tu$han 

pe$layanan ke$se$jahte$raan sosial dan pe$nge$mbangannya ke$mu$dian ditinjau$ 

dari pe$rspe $ktif Siyasah Maliyah (Hu$ku$m Politik E$konomi Islam) u$ntu$k 

te$rcapainya se$lu$ru$h aspe$k Ke$se$jahte$raan Sosial masyarakat di Lingku$ngan 

Ke$lu$rahan Cisarante$n Ku$lon. 

3. Ju$rnal Yu$su$f Krisman Ge$a, Santoso Tri Raharajo, Gigin Ginanjar Kamil 

Basar, Su$mbe$r : Ke$bijakan : Ju$rnal Ilmu$ Administrasi, U $nive$rsitas 

Pasu$ndan, pe$ne $litian yang be$rju$du$l Analisis Program Pe$layanan Sosial 

Lanju$t U$sia di Panti Sosial Tre $sna We$rdha Bu $di Mu$lia 3 Jakarta Se$latan. 

Pe $ne $litian ini me$nganalisis program pe$layanan sosial bagi lanju$t u$sia di 

Panti Sosial Tre$sna We$rdha Bu$di Mu$lia 3 Jakarta Se$latan. De$ngan 

me$nggu$nakan me$tode$ analisis ke$bijakan Chambe$rs dan pe $nde $katan 

ku$alitatif de$skriptif, stu $di ini me$ne $mu$kan bahwa program pe$layanan sosial 

be $rbasis panti me$mbe$rikan manfaat signifikan bagi lansia te $rlantar, se$pe $rti 

pe $nye$diaan te$mpat tinggal yang aman, pe $me$nu$han ke$bu$tu$han dasar, dan 
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pe $mbinaan yang me$ndu$ku$ng ke$hidu$pan produ$ktif di masa tu$a. Namu$n, 

te$rdapat be$be $rapa ke$ndala dalam pe$laksanaannya yang me$nye$babkan 

pe $layanan sosial ku $rang maksimal. Pe$rbe $daan pe$ne $litian ini de$ngan skripsi 

pe $ne$liti adalah ru$ang lingku$p obje $k pe$ne $litian yang dibahas, jika yang 

dibahas di atas adalah pe $layanan sosial be $rbasis panti yang dikhu$su$skan 

obje$k pe $mbahasannya me$ngacu$ pada masalah pe$layanan di panti lanju$t u$sia 

yang me$nangani para orangtu$a lanju$t u$sia, bu$kan pada aspe$k me$kanisme$ 

pe $ne$rapan pe$layanan sosial itu$ se $ndiri be $rdasarkan ke$te $ntu$an U$ndang-

U$ndang yang berlaku. 

4. Ju$rnal Anas Azhimi Qalban dan Agil Satrio Ne $goro, Su$mbe$r : ICODE $V: 

Indone$sian Commu $nity De $ve$lopme $nt Jou$rnal, U$IN Saizu $ Pu$rwoke $rto. 

Pe $ne $litian ini be$rju$du$l Imple$me $ntasi Pe$layanan Sosial Be$rbasis Digital 

Te$rhadap Pe $me$rlu$ Pe $layanan Ke$se $jahte$raan Sosial di Le$mbaga Re$habilitasi 

Sosial. Pe $ne$litian ini me$mbahas imple$me $ntasi pe$layanan sosial be$rbasis 

digital di le$mbaga re$habilitasi sosial, de$ngan foku$s pada pe$nggu$naan Siste$m 

Informasi Ke$se $jahte$raan Sosial Dinas Provinsi Jawa Te $ngah (SIKSDJ). 

Stu$di ini me$nu$nju$kkan bahwa digitalisasi pe $layanan sosial me$mu$dahkan 

pe $ndataan dan inte$grasi data, se$hingga me$ningkatkan e$fisie$nsi pe $ran pe$ke$rja 

sosial dalam me$mbe$rikan layanan ke$pada lansia te$rlantar. Pe$rbe $daan u$tama 

pe $ne$litian ini de$ngan skripsi pe$ne $liti adalah te$rle$tak pada foku$s pe $ne $litian, 

me$tode $ pe$ne $litian, dan te$mu$an u$tama, foku $s pe $ne $litian pe$ne$liti adalah 

Me $ngkaji pe$ne $rapan siste$m pe$layanan dan pe$nge$mbangan ke$se $jahte$raan 

sosial be$rdasarkan U$U$ No 11 Tahu$n 2009 dari pe$rspe$ktif siyasah maliyah 

(ke $bijakan ke$u$angan dalam Islam) de$ngan stu $di kasu$s di Ke $lu$rahan 

Cisarante$n Ku$lon. Ke$mu$dian me$tode$ pe $ne $litian yang digu$nakan adalah 

Pe $nde $katan ku$alitatif de$ngan stu$di kasu$s yang me$nyoroti bagaimana 

prinsip-prinsip siyasah maliyah dite$rapkan dalam pe$layanan ke$se $jahte$raan 

sosial di tingkat ke$lu$rahan. 

5. Ju$rnal Astrid Cynthia Prie$ste $ta, Didie$t Widiowati, dan Tu$kino, Su$mbe$r : 

Pe$ke $rjaan Sosial, Polite$knik Ke $se $jahte $raan Sosial Bandu$ng. Ju$du$l 

pe $ne$litian ini adalah Me $nginte$grasikan Pe $layanan Sosial me$lalu$i Pu$sat 
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Ke $se $jahte$raan Sosial (Pu$ske $sos) di Ke $lu$rahan Dago Kota Bandu$ng. 

Pe $ne $litian ini bertujuan u$ntu$k me $nge$mbangkan mode$l inte$grasi pe $layanan 

sosial me$lalu$i Pu$ske $sos di Ke $lu$rahan Dago, Kota Bandu$ng. De $ngan 

me$nggu$nakan de$sain pe $ne$litian tindakan dan me $tode$ ku$alitatif, stu$di ini 

me$ne $mu$kan bahwa inte$rve$nsi se $pe $rti pe $nyiapan sarana dan prasarana, 

advokasi, pe$nyu$su$nan SOP, se $rta pe$latihan aplikasi pe $layanan sosial dapat 

me$ningkatkan e$fe $ktivitas pe$layanan sosial dan pe$nanggu$langan ke$miskinan 

di tingkat ke$lu$rahan. Pe$rbe $daan pe$ne$litian ini de$ngan skripsi pe$ne$liti adalah 

te$rle $tak pada foku$s pe $ne $litian, me$tode$ yang digu $nakan dan hasil pe$ne $litian. 

Foku$s u$tamanya adalah te$rle $tak pada pe $nge$mbangan mode$l pe$layanan 

sosial te$rpadu$ me$lalu$i le$mbaga Pu$ske $sos di tingkat ke$lu$rahan, dan 

Me $nganalisis prose$s inte$grasi layanan sosial agar le $bih e $fe$ktif dan e$fisie$n 

dalam me$nangani pe$rmasalahan ke $se$jahte$raan di masyarakat. Me $tode $ yang 

digu$nakannya adalah pe$nde$katan tindakan dan ku$alitatif se$rta 

Me $nggu$nakan inte$rve$nsi se $pe $rti pe$latihan aplikasi, pe $nyu$su$nan SOP, 

pe $nye$diaan sarana dan advokasi, ke $mu$dian hasil pe$ne $litiannya adalah 

Mode $l pe$layanan sosial dapat ditingkatkan se $cara signifikan de$ngan 

du$ku$ngan te$knis dan koordinasi antarpihak di tingkat lokal, se $rta Pu$ske$sos 

e $fe$ktif dalam me$nye $de $rhanakan jalu$r akse$s bantu$an sosial dan me$mpe$rku$at 

pe $ran ke$lu$rahan dalam ke$se $jahte$raan sosial. Se$dangkan foku$s pe $ne $litian 

skripsi pe $ne$liti adalah Me$ngkaji imple$me$ntasi U$ndang-U$ndang No. 11 

Tahu$n 2009 dalam siste$m pe$layanan sosial dari su$du$t pandang siyasah 

maliyah (ke$bijakan ke$u$angan pu$blik dalam Islam), se $rta stu$di ini 

me$ngaitkan ke$bijakan pu$blik de$ngan prinsip-prinsip e$konomi Islam dalam 

pe $nge$lolaan pe$layanan sosial. Ke $mu$dian me $tode$ yang digu $nakan dalam 

penelitian adalah Pe$nde $katan ku$alitatif de$ngan stu $di kasu$s dan Me $libatkan 

analisis te$rhadap re$gu$lasi dan pe$laksanaan pe $layanan di tingkat ke$lu$rahan.


